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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Sejak Amandemen II UUD 1945, negara kita adalah negara hukum dan 

sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini 

terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi“Kedaulatan 

di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”. Berdasar pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah 

negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Dengan diakuinya 

negara Indonesia sebagai negara Demokrasi, maka diperlukan Pemilihan Umum 

sebagai implementasi dari negara Demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum yang 

demokratis masih menjadi harapan sekaligus salah satu semangat reformasi. Pada 

tataran praktis, merujuk pada dinamika ketatanegaraan di berbagai negara, konsep 

negara demokratis masihmenjadi pilihan ideal dibanding konsep lainnya.1 

Agenda reformasi yang bermuara pada amendemen konstitusi menjadi 

momentum sebagai upaya penguatan prinsip negara hukum yang demokratis.Hal 

ini dapat dilihat dari penegasan Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis. 

Perkembangan konsep negara demokratis pun kian pesat seiring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rajagrafindo Persada,Jakarta, 2005, hlm. 237 
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dengan perkembangan bangsa dan negara. Agenda reformasi yang bermuara 

pada amendemen konstitusi menjadi momentum sebagai upaya penguatan prinsip 

negara hukum yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari penegasan Indonesia 

sebagai Negara hukum yang demokratis.2 

Secara konseptual, bagi sejumlah negara mengklaim diri sebagai negara 

demokrasi (berkedaulatan rakyat), keberadaan pemilihan umum secara langsung 

(direct democracy) menjadi simbol sekaligus tolok ukur utama. Artinya, 

pelaksanaan pemilihan umum merupakan refleksi dari nilai dasar prinsip 

demokrasi. Sebab, ide dasar dari demokrasi adalah kebebasan, yang mencakup 

kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan menentukan pilihan, 

sehingga akan melahirkanrepseresentasi aspirasi rakyat. Singkatnya, pemilihan 

umum merupakan simbol kedaulatan rakyat. Sebagai konsep yang juga lahir dari 

buah reformasi konstitusional, rezim pemilihan umum pun menghasilkan 

perubahan secara revolusioner. Setelah sebelumnya, sistem pemilihan umum yang 

diterapkan pada rezim orde lama hingga orde baru adalah sistem demokrasi tidak 

langsung (indirectdemocration) yang sarat rekayasa politik, ambruk seketika dan 

digantikan dengan sistem pemilihan secara langsung (direct democration), baik 

pada pemilihan umum Presiden, DPR, maupun Kepala Daerah.3 

Prinsip kedaulatan rakyat yang dijabarkan melalui penerapan konsep 

demokrasi memberikan pemaknaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

 

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
3 Abdul Aziz Hakim, Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala daerah diEra 

Demokrasi Langsung, Toga Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 167 
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haruslah bertumpu pada kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat.4 Dalam 

konteks ini, perkembangan hukum tentunya harus mengimbangi dan dapat 

menjadi pilar dari kokohnya demokrasi. Oleh karena itu, pemilihan umum 

(pemilu) dipandang sebagai metode demokratik untuk memilih wakil-wakil rakyat 

dalam badan-badan perwakilan, tertuang dalam Pasal 22E ayat (2), Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang 

mengamanatkan: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dan untuk pemilihan Kepala 

Daerah, tertuang dalam Pasal 18 ayat (4), yang mengamanatkan: “Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokatis”. Sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang mendasari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), yang bertujuan untuk 

memastikan pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip hukum nasional sebagaimana 

dijelaskan dalam Konstitusi tahun 1945 serta sebagai alat untuk mewujudkan 

kedaulatan rakyat dalam pemilihan wakil-wakil rakyat dan pengelolaan 

pemerintahan negara yang berdasarkan prinsip demokrasi.5 

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, dijelaskan bahwa mekanisme 

demokrasi, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan pemilu 

secara berkala. Hal itu penting karena: 

1) Pendapat atau aspirasi rakyatcenderung berubah dari waktu ke waktu; 

2) Kondisi kehidupan masyarakatyang dapat juga berubah; 
 

 

4 Aminuddin Ilmar,Hukum Tata Pemerintahan, Identitas, 2003,Makassar, hlm. 79 
5 H.M. Thalhah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran, 

Hans Kelsen. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 16 Nomor 3, 2009: 413 



4  

3) Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yangdapat menggunakan 

hak pilihnya. 

Lebih lanjut, secara konseptual, pemilu dalam pelbagai sistem politik yang 

berlainan dapat dibedakan menurut signifikasi dan fungsinya, serta sifat dan luas 

kompetisi. Signifikasi dan fungsi pemilu didalam negara-negara dengan sistem 

politik demokratik, padadasarnya diakui bahwa tanpa pemilu serta kompetisi 

terbuka antar kekuatan sosial dan kelompok politik, tidak ada demokrasi. Sebagai 

sumber legitimasikepemimpinan politik, sebuah pemilu demokratik membuka 

peluang untuk mempertanyakan hubungan-hubungan kekuasaan yang ada, 

disamping merupakan bentuk fundamental partisipasi rakyat, dalam arti 

“constitutionally institutionalized participation”. 

Dengan demikian, pemilu dalam negara demokrasi mengutamakan fungsi 

sebagai instrumen untuk memperkuat struktur kekuasaan yang mapan,atau sebagai 

sarana untuk memperkokoh kesatuan politik dan moral rakyat serta mobilisasi 

kekuatan sosial, baik untuk kepentingan legitimasi struktur kekuasaan maupun 

dalam rangka penyesuaian struktur kekuasaan untuk menstabilkan sistem 

politik.Untuk menjamin terciptanya pemilu yang demokratis, diperlukan sebuah 

lembaga negara yang dapat melaksanakan tujuan dan fungsi pemilu. Pembentukan 

komisi negara menjadi bagian dari politik hukum negara untuk melengkapi dan 

menguatkan daya kerja pemerintahan negara. Pun terdapat komisi negara yang 

merupakan perintah langsung dari UUD 1945, salah satunya adalah Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). 
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang 

menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, yakni meliputi 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 

Provinsi/Kabupaten/Kota. Salah satu aturan mengikat dan merupakan produk 

hukum dari KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang 

merupakan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh 

UUD 1945 atau perintah undang-undang.6 

Di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di kabupaten Ogan Ilr, KPU 

Kabupaten Ogan Ilir menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020. Namun yang 

menarik ada salah satu pasangan Calon bupati yang didiskualifikasi Oleh 

KPU.KPU Ogan Ilir mengatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut 

rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ogan Ilir adapun 

tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu yang kami lakukan adalahmelaksanakan 

ketentuan Pasal 71 Ayat 5 dengan keputusan KPU Ogan Ili SK: 263/HK.0.1- 

KPT/1610/KPU-KAP/X/2020/. Namun Keputusan KPU Ogan ilir tersebut 

dibatalkan oleh Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor :1 P/PAP/2020. Beranjak 

dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji haltersebut dengan diadakannya 

penulisan skripsi dengan judul: “Problematika Hukum Pertimbangan 

Mahkamah Agung (Putusan Permohonan Pemohon 1P/PAP/2020 Pasangan 

Calon Kepala Daerah KabupatenOgan Ilir)”. 

 

 
 

6 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi 

Pentaannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,2016,hlm 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, pernyataan masalah 

yang akan menjadi fokus dalam kajian penulisan ini ialah: 

1. Apakah landasan hukum KPU Ogan Ilir dalam melakukan 

pendiskualifikasian kepada pasangan Calon Bupati Tahun 2020? 

2. Bagaimanakah analisis yuridis pertimbangan hukum Mahkamah Agung 

Republik Indonesia terhadap putusan 1P/PAP/2020 studi kasus Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan skripsi iniadalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dasar hukum KPU Ogan Ilir dalam mendiskualifikasi 

terhadap Pasangan Calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU dalam Pilkada 

Ogan Ilir Tahun 2020. 

2. Untuk menganalisa Putusan Mahkamah Agung dalam permohonan 

pemohon Pasangan Calon Bupati Ogan ilir Tahun 2020 yaitu Ilyas Panji 

Alam dan Endang PU. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan 

skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat bersifat praktis: 

1. Secara Teoritik 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dan menambah 

pengetahuan serta pemahaman dalam rangka pengembangan displin ilmu hukum 

tata negara, khususnya bagi mahasiswa Hukum TataNegara mengenai analisis 

Putusan Mahkamah Agung dalam permohonanpemohon dalam Pemilihan Kepala 

Daerah. 

2. Secara Praktik 

 

a. Harapannya penelitian ini dapat digunankan sebagai pedoman dan bahan 

rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat 

penegakan hukum atau KPU sehubungan dengan penyelesaian sengketa 

administrasi pemilan kepala daerah; 

b. Bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu agar hasil 

penelitian ini bisa digunakan sebagai alat untuk instrospeksi dirisejauh mana 

mereka memberikan penegakan hukum kepada masyarakat, apakah sudah 

sesuai dengan tujuan penyelenggara yang optimal; 

c. Bagi masyarakat pada umumnya dan pasangan calon Pemilihan Kepala 

daerah, penelitian ini akan memberikan gambaranpelanggaran bila terjadi 

sengketa administrasi; 

d. Bagi penulis, untuk bisa mendalami lebih jauh tentang latar belakang 

terjadinya sengketa, prosedur penyelesaian sengketa administrasi berbasis 

keadilan. 
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E. Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan rumusan permasalahan skripsi sebagaimana tersebut diatas, maka 

ruang lingkup kajian dan pembahasan penelitian ini hanya terbatas pada upaya 

penyelesaian administrasi berupa penerapan hukum yang efektif, konsekuen dan 

konsisten terhadap putusan Mahkama Agung Republik Indonesia dalam penegakan 

hukum Indonesia. 

F. Kerangka Teori 

Adapun teori yang digunakan penulis dalam membuat karya ilmiah ini yang, 

 

yaitu: 

 

1) Teori Negara Hukum 

 

Dalam konteks ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Konstitusi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, 

“Negara Indonesia negara hukum” Maksud dari negara hukum adalah 

supremasi hukum yang dijaga oleh entitas negara dengan tujuan menegakkan 

kebenaran dan keadilan, karena tidak ada otoritas yang tidak bertanggung 

jawab. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keadilan hukum warga 

negara ditanggung oleh negara.7 Dasar dari keadilan yatu perlu adanya rasa 

asusila. Syarat dari kebahagiaan ialah terciptanya keadilan. Wirjono 

Prodjodikoro berargumen bahwa negara hukum adalah suatu entitas negara di 

dalam wilayahnya terdapat: 

a. Semua peralatan perlengkapan negara, terutama peralatan perlengkapan 
 

 

7 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
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pemerintah, harus beroperasi secara teratur dalam setiap interaksinya, 

diharuskan untuk memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang 

berlaku. 

b. Setiap hubungan kemasyarakatan setiap penduduk harus taat pada 

peraturan yang berlaku.8 Aristoteles berpendapat bahwa sebenarnya yang 

memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia namun, pikiran yang 

adil dan penguasa ialah pemegang hukum dan keseimbangan. Hal paling 

penting ialah mendidik manusia agar menjadi warga negara yang baik. 

Sikap adil akan menjamin kebahagiaan hidup.9 

2) Teori Demokrasi 

 

Rakyat mendefinisikan demokrasi yaitu kekuasaan. Kedaulatan negara 

atau rakyat memegang kekuasaan tertinggi adalah definisi demokrasi secara 

bahasa. Banyak negara menerapkan sistem demokrasi karena dinilai merupakan 

salah satu sistem yang paling unggul. Joseph A. Schemeter berpendapat 

individu atau personal mempunyai kekuasaan atas suara rakyat dengan 

perencanaan institusional10 

Pemerintah yang diorganisasikan berdasarkan dari prinsip kedaulatan 

rakyat, persamaan politik dan kekuasaan mayoritas merupakakan devinisi 

 
 

8 Wirjono Prodjodikoro dalam Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Cet 10,Jakrta: 

Rajawali Pers, 2015, Hlm.83. 

9 Nike K Rumokoy, “Kedaulatan dan Kesatuan dalam UUD 1945 dalam PembentukanHukum 

di Indonesia” dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1. 

10 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AmandemenUud 

1945, Jakarta: Kencana , 2011, Hlm. 68 
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demokrasi menurut Bryan D.Jones dalam bukunya goverming building and 

building goverment11 prinsip yang wajib dijalankan dalam pelaksanaan 

demokrasi ialah : pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, 

kebebasan individu, manajemen yang terbuka, partai politik, peradilan yang 

bebas, adanya mekanisme politik, dan pemerintah yang mengutamakan 

musyawarah. 

Demokrasi tidak dapat hanya dianggap sebagai dekorasi atau subjek 

perdebatan retoris semata. Demokrasi bukan hanya mengkonseptualisasikan 

ide-ide mulia mengenai aspirasi kehidupan berbangsa, tetapi juga merupakan 

isu yang terkait dengan warisan dan etos politik militer, pemeliharaan 

perdamaian dalam konteks kehidupan sosial yang heterogen dan beragam, serta 

menghargai keragaman.12 Adapun demokrasi lokal di Indonesia ialah subsistem 

dari demokrasi guna mengembangkan kehidupan hubungan pemerintah daerah 

untuk mengemban pemerintah daerah dengan rakyat di lingkungannya hal 

tersebut memberikan peluang kepada pemerintah daerah13 

3) Teori Kekuasaan Kehakiman 
 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang erdeka, seperti yang 

dinyatakan dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 

 

 

 
 

11 Ibid, hlm 19 

12 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

2010, hlm. 58 
13 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AmandemenUUD 

1945, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2, 2011, hlm 329 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menyatakan bahwa:14 

 
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim 

ditetapkan dengan undang-undang.” 

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh undang- 

undang, Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatukemerdekaan 

hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan 

legislatif dan eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidakdapat diartikan bahwa 

hakim dapat melakukan tindakan sewenang- wenang terhadap suatu perkara 

yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap pada aturan hukum yang ada. 

Fungsi kekuasaan hakim diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 yang berbunyi :15 

“Kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka ntuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik 

Indonesia.” 

G. Metode Penelitian Hukum 

 

Dalam memecahkan suatu permasalahan diperlukannya suatu cara melalui 

prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan msalah tersebut.16 Ada 

perbedaan yang muncul dalam lingkup penelitian antara penelitian hukum dan 

 

14 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 26-27 
15 Ibid,hlm 29 

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6 
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penelitian sosial. Penelitian hukum mengandalkan pengetahuan khusus untuk 

mengatasi permasalahan hukum yang ada. Dalam bahasa Belanda dapat diartikan 

sebagai rechtssonderzoek atau legal research dalam bahasa inggris.Cohen 

berpendapat bahwa proses menemukan hukum yag berlaku dalam kehidupan 

masyarakat.17 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Melakukan penelitian 

dengan meneliti bahan sekunder atau pustaka merupakan definisi dari 

penelitian normatif. Data sekunder tersebut ialah untuk mendapatkan data 

kepustakaan berupa dokumen hukum. Seperti halnya peraturan 

pemerintah,peraturan atau keputusan menteri, peraturan komisis pemilihan 

umum, yurisprudensi peraturan KPU, jurnal hukum dan buku-buku yang 

berkaitan dengan pokok masalah penelitian yang sedang diteliti18 

2. Pendekatan Penelitan 

 

Penulis mengadopsi metode hukum positif. Metode hukum positif 

dilakukan dengan menyelidiki seluruh peraturan dan regulasi yang terkait 

dengan permasalahan hukum yang tengah dihadapi. Hasil dari penelitian 

tersebut akan menjadi dasar argumen untuk mengatasi permasalahan 

hukum yang sedang dibahas.19 

 

17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2016, hlm. 60 
18 Soerdjono Soekamto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 15. 

19 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 133. 
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3. Sumber Bahan Hukum 

 

Adapun sumber hukum yang digunakan ialah sumber hukum primer, 

sekunder dan tersier. Berikut sumber hukum tersebut ialah : 

a. Bahan hukum primer 

 

Bahan hukum yang bersifat mengikat seperti contoh peraturan 

perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum 

primer tersebut ialah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

2) Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaran Peilihan 

Umum 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai Revisi Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah menjadi sebuah peraturan 

yang sah. 

4) Legislatif Nomor 23 Tahun 2014 Menyangkut Administrasi Lokal. 

 

5) Legislasi Nomor 7 Tahun 2017 Berkaitan dengan Penentuan Publik; 

 

6) Peraturan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.Bahan hukum 

sekunder 

7) Karya yang berasal dari kalangan hukum dan yang relevan dengan judul 

penelitian; 

8) Publikasi ilmiah dalam bidang hukum; 
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9) Kamus hukum; dan laman web 
 

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer ialah disebut bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah: 

1) Keputusan 1P/PAP/2020 Mengenai Calon Kepala Daerah Kabupaten 

Ogan Ilir 

2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan 

Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. 

3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 mengenai Prosedur Pencalonan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

b. Bahan hukum tersier 

 

Bahan hukum tersier dikenal dengan nama bahan hukum acuan atau 

rujukan. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder.20 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Penulis menggunakan bahan hukum dengan mencari dan mengumpulkan 

peraturan terkait permasalaahan yang dibahas pada penelitian ini21 

pengumpulan bahan hukum dapat juga berasal dari sumber hukum 

sekunder dan tersier seperti mengutip teori-teori para ahli atau konsep- 

konsep ataupun mendalami data-data. 

 

 

 

 

20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 22. 
21 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 237. 
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5. Analisis Bahan Hukum 

 

Penulis menggunakan analis bahan hukum yaitu kualitatif. Artinya, peneliti 

akan mengacu kepada norma-normayang terdapat dalam UU ataupun 

putusan.22 Pendekatan analisis kualitatif melibatkan proses pengkajian 

terhadap materi hukum dengan merujuk pada konsep, teori, peraturan 

hukum, opini dari ahli, dan perspektif penulis sendiri. Selanjutnya, 

dilakukan interpretasi guna menghasilkan suatu kesimpulan dalam konteks 

penelitian ini. Analisis kualitatif memerlukan penerapan teori-teori, 

yurisprudensi, atau konsep-konsep hukum untuk menguak aspek-aspek 

permasalahan hukum yang relevan. 

6. Penarikan Kesimpulan 

 

Peneliti menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif yang artinya 

berawal dari pengertian umum ke yang bersifat khusus.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. XII, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2016, hlm. 245. 
23 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.10 
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